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BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 57/PUU-XVI/2018
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG SEBAGAIMANA TERAKHIR TELAH

DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR

14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945

23 Juli 2018

A. PENDAHULUAN
Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, pukul 11.12 WIB, Mahkamah

Konstitusi telah memutuskan Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana terakhir
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MA dan UU MK) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 57/PUU-XVI1/2018. Dalam Sidang
Pengucapan Putusan Perkara Nomor 57/PUU-XVI/2018 perwakilan DPR RI “
dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- /

Undang Badan Keahlian DPR RI. /




B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian materiil UU MA dan UU MK dalam Perkara Nomor
57/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Yayasan Bonaparte Indonesia, dalam hal ini
diwakili oleh Ridha Sjartina, S.H. dan Jundi Jaadulhaq, S.H., masing-masing
adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor SAMUEL BONAPARTE,
(Selanjutnya disebut Pemohon).

. PASAL/AYAT UU MA DAN UU MK YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas

Pasal 1 angka 3 huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) huruf a,
Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59 dan
Pasal 60 Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 UU MK, dan Pasal 31A UU MA
yang berketentuan:

Pasal 1 butir (3) a

“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada
Mahkamah Konstitusi:

a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 30 huruf a

“Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai:

a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 50

“Undang-Undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang
yang diundangkan setelah perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 51 ayat (3)
“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:




pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkah“"\_

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; dan/atau

b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang
dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 53

“Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada Mahkamah Agung adanya
permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara

Konstitusi.”

Pasal 58

“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum
ada putusan yang menyatakan bahwa undang- undang tersebut bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pasal 59
“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang- undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan

kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Mahkamah Agung.”

Pasal 60
“Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang

yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.”

Pasal 51 ayat (1)
“(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak
Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau
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lembaga negara.”

sal 56
“(1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau

permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50

dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan,
amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan
pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan
dikabulkan.

Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai
pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan

menyatakan permohonan ditolak.”

Pasal 54

Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang
berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis

Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”.

Pasal 31A UU MA

(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh
pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara
tertulis dalam bahasa Indonesia.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan |

perundang- undangan di bawah undang-undang, yaitu:




a. perorangan warga negara Indonesia;

. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan |
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
c. badan hukum publik atau badan hukum privat

(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;

b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar
permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
dan/atau

2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi
ketentuan yang berlaku; dan

c. hal-hal yang diminta untuk diputus.

(4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung
sejak tanggal diterimanya permohonan.

(5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau
permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan
permohonan tidak diterima.

(6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan
beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

(7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang
lebih tinggi.

(8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara
atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak
tanggal putusan diucapkan.

(9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar
putusan menyatakan permohonan ditolak.




(10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang- \
undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah
Agung. \

D. BATU UJI

Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1)
huruf a, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59
dan Pasal 60 Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 UU MK, dan Pasal 31A UU
MA dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28A, dan
Pasal 28G ayat (1) UUD Tahun 1945 karena telah merugikan dan melanggar hak

dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.

E. PERTIMBANGAN HUKUM
Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 1 angka 3 huruf a, Pasal 30 huruf a,
Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) huruf a, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 54,
Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60 Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Pasal 56
UU MK, dan Pasal 31A UU MA, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan

hukum sebagai berikut:
Menimbang bahwa meskipun permohonan a quo adalah permohonan
pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), in casu
pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU MA), dan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya

disebut UU MK), sehingga berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-




Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran\"l_

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4358), prima facie Mahkamah

berwenang mengadili permohonan a quo, namun terlebih dahulu

Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)
UU MK menyatakan: (1) bahwa sebelum mulai memeriksa pokok
perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan
dan kejelasan materi permohonan; dan (2) bahwa dalam pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi waijib
memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau
memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14
(empat belas) hari;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU MK tersebut,

Mahkamah telah menjadwalkan pelaksanaan Sidang Pemeriksaan

Pendahuluan pada hari Rabu, 11 Juli 2018, pukul 14.00 WIB dan

Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan

Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 511.57/PAN.MK/7/2018,

bertanggal 6 Juli 2018, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian,

pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir tanpa
pemberitahuan sama sekali. Kemudian Kepaniteraan Mahkamah
mencoba menghubungi Pemohon melalui telepon, namun Pemohon
tidak menjawab meskipun terdengar nada sambung. Bahkan

Mahkamah telah membuka sidang dengan agenda Sidang

Pemeriksaan Pendahuluan dan pada saat itu telah diperintahkan

kepada petugas untuk memanggil Pemohon secara patut di luar ruang

sidang akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Berdasarkan fakta
tersebut Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menunjukkan
kesungguhan untuk mengajukan permohonan a quo. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan
sederhana, cepat, dan biaya ringan maka permohonan Pemohon

haruslah dinyatakan gugur;




/F. AMAR PUTUSAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, MK

dalam Amar Putusannya menyatakan “Menyatakan permohonan Pemohon |

qugur .”

G. PENUTUP
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka
mahkamah konstitusi dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self-executing). Oleh karena itu,
Putusan MK dalam Perkara Nomor 57/PUU-XVI/2018 yang menyatakan
permohonan Pemohon gugur terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 1
angka 3 huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) huruf a, Pasal 51
ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60
Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Pasal 56 UU MK, dan Pasal 31A UU MA
mengandung arti bahwa Pasal-Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD

Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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